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BAB III
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 
DENGAN ALASAN ZINA
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Sanksi Zina
1. Pengertian Zina

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, secara etimologi zina berarti persetubuhan yang diharamkan, sedangkan secara terminologi zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui kemaluan perempuan diluar nikah. Defenisi yang senada tentang zina juga dikemukakan oleh beberapa orang ulama lain. Menurut ulama Syafi’iyah zina adalah terbenamnya zakar pada faraj yang diharamkan dan tidak mengandung unsur subhat serta dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, sehingga menyebabkan wajib dilaksanakannya hukuman had.

Menurut ulama Malikiah, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah yang tidak berupa pemilikan dan tidak pula mengandung unsur-unsur shubhat.
 Sedangkan menurut Hanabilah, zina adalah perbuatan keji yang dilakukan pada qubul atau dubur.
Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan keji yang berupa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dewasa tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tidak pula dalam bentuk persetubuhan yang subhat yang dilakukan di qubul maupun dubur sehingga mengakibatkan pelakunya dikenai had zina. 
2. Dasar Hukum Zina

Zina merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan rusaknya tata keturunan. Hal ini sangat bertentangan dengan maqasid syar’i yang salah satunya adalah penjagaan keturunan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Oleh karena itu Islam sangat menentang perbuatan zina, bahkan setiap perbuatan yang akan menjurus kepada perzinaan dilarang secara tegas dalam nash. 
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra’ ayat 32)
Larangan melakukan zina juga tergambar dari dalam surat al-Nur ayat 2 yang memberikan hukuman yang berat bagi pelaku zina: 
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Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur:2)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman seratus kali dera terhadap pelaku zina yang dilakukan tanpa ada rasa belas kasihan terhadap pelakunya. Kedua ayat ini menegaskan bahwa zina sangat dilarang oleh Allah, bahkan setiap perbuatan yang menjurus kepada zina, walaupun belum sampai berzina, juga dilarang.

Larangan berbuat zina juga tergambar dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari. Nabi memberikan hukuman rajam kepada pelaku zina yang sudah pernah menikah (Muhshan).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, Allaits dari ‘Uqail ibn Syihab dari Abi Salamah dan Sa’id bin Musayyab dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: “Hai Rasulullah, aku telah berzina tetapi aku menyesal”, ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah nabi mendengar pernyataannya yang telah diulangi sebanyak empat kali itu, lalu Nabi memanggilnya seraya bertanya: “Apakah engkau ini gila?”, laki-laki tersebut menjawab “tidak”, kemudian Nabi bertanya lagi “Apakah engkau seorang yang muhshan?”. Laki-laki itu menjawab “ya”. Kemudian nabi bersabda: “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian” (HR. Bukhari) 
Dalam hadis lain yang diriwatkan oleh Imam Muslim Nabi menambah hukuman pengasingan bagi pelaku zina (ghairi muhshan):
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 

 “Telah menceritakan kepada kami Yahya al-Tamimiy, Husaim dari Manshur dari hasan dari Hitthan bin ‘Abdillah al-Raqasyiy dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka, perawan dengan perawan yang berzina dihukum seratus kali jilid dan diasingkan selama satu tahun, dan janda yang berzina dijid seratus kali dan dirajam dengan batu (HR. Muslim)
Semua nash yang telah disebutkan di atas merupakan larangan yang tegas tentang perbuatan zina. Sehingga jika ada yang melanggarnya diberikan hukuman yang sangat berat sebagai konsekwensi dari perbuatan zina tersebut yaitu seratus kali jilid bagi bikr serta pengasingan dan rajam bagai muhshan.
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina
Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina dikategorikan kepada dua hal. 1) Sanksi bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (bikr) dan 2) Sanksi bagi pelaku zina yang telah pernah menikah (muhshan). Perbedaan hukuman ini dijelaskan dalam nash sebagai berikut:
Dalam surat al-Nur ayat 2 Allah berfirman:
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Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur:2)

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku zina yang belum pernah menikah (bikr). Bagi mereka diberikan hukuman berupa jilid sebanyak seratus kali yang dilaksanakan dihadapan orang banyak. 
Sementara untuk pelaku zina yang telah pernah menikah (muhshan), hukuman yang diberikan adalah rajam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hadis tersebut nabi memerintahkan seluruh sahabat untuk melaksanakan hukuman rajam bagi pelaku zina yang muhshan.
Jika diperhatikan kepada ketentuan nash tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, dapat dipahami bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya hukuman fisik seperti jilid dan rajam, tetapi juga terdapat hukuman psikis yaitu pelaksanaan hukuman dihadapan orang banyak dan hukuman pengasingan. Hukuman-hukuman tersebut memiliki makna tersendiri yaitu:
1. Hukuman Fisik, yaitu hukuman jilid dan rajam

Hukuman jilid diberikan kepada pezina yang bikr yaitu sebanyak seratus kali jilid. Hukuman ini berbeda dengan hukuman rajam, hukuman jilid masih memberikan peluang bagi pezina untuk memperbaiki dirinya setelah hukuman jilid dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan hukuman rajam, hukuman jilid lebih ringan karena kualitas pelanggaran yang dilakukan tidak sebesar pezina yang muhshan.
Bagi pelaku pria dan wanita yang sudah menikah hukuman atas perbuatan zina yang dilakukannya adalah hukuman rajam atau hukuman mati yang dilakukan dihadapan umum. Mereka yang sudah menikah tidak diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri tapi diberi kesempatan untuk bertobat dan menebus dosanya melalui kesediaan menerima hukuman rajam, atau hukuman mati melalui hukuman rajam.
2. Hukuman Psikis, yaitu pelaksanaan hukuman di hadapan orang banyak dan hukuman pengasingan bagi pezina yang bikr
Pelaksanaan hukuman zina yang dilaksanakan di hadapan orang banyak akan memberikan dampak tersendiri kepada pelaku zina dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Dari sisi pelaku zina, ia akan merasa malu karena perbuatan kejinya diketahui oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesan negatif setelah hukuman dilaksanakan. Sementara bagi masyarakat yang menyaksikan, pelaksanaan hukuman jilid dan rajam yang mereka saksikan akan menjadi pelajaran bagi mereka sehingga perbuatan zina dapat dihindarkan. 

Begitu juga dengan hukuman pengasingan bagi pezina yang bikr. Hukuman ini akan menjadikan pelaku zina dikucilkan dari masyarakat sehingga tidak dapat lagi berinteraksi dengan masyarakat secara bebas. Hal ini akan menjadi siksaan tersendiri bagi pelaku zina karena manusia tidak akan dapat berkembang tanpa bantuan dari masyarakat yang lain. 

Hukuman bagi pelaku zina  dapat dilaksanakan jika perbuatan zina betul-betul telah terbukti kebenarannya .Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu perbuatan zina yang dijatuhi hukuman had pada zaman Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu, pembuktiannya meliputi tiga hal: 1) Pengakuan dari sipelaku; 2) Persaksian; 3) Bukti kehamilan pada si pelaku wanita.
 Mengenai proses pembuktian dengan ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dari di pelaku zina

Pengakuan dari si pelaku zina bahwa dia telah melakukan perbuatan zina dengan seseorang, kalau pengakuan itu datang dari kedua belah pihak pelaku pria dan pelaku wanita, sudah merupakan bukti yang kuat dan tidak perlu lagi diperkuat dengan alat-alat bukti yang lain. Jika pengakuan itu datang dari salah satu pihak, pihak pelaku pria saja atau pihak pelaku wanita saja karena dibantah oleh pihak lainnya dan tidak ada bukti kehamilan pada pelaku wanita maka pihak yang melakukan kebohongan itu dihukum (yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa) karena melakukan memberikan keterangan palsu. Kemudian yang mengaku dengan cara menuduh orang lain dapat dikenakan had qadzaf karena telah melakukan tuduhanan zina.
Jika terdapat bukti kehamilan pada si pelaku wanita maka pembuktiannya didasarkan kepada bukti kehamilan dan bukan atas dasar pengakuan. Jika si pelaku wanita mengaku telah berzina dan terdapat bukti kehamilan, maka pengakuan dan kehamilan yang ada telah menjadi alasan yang cukup untuk dijtuhkan had zina bagi wanita tersebut. 
Dalil yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan bagian dari pembuktian zina adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya, tentang seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu mengaku sebanyak empat kali bahwa ia telah berzina. Kemudian nabi menayakan kepada laki-laki tersebut “Apakah engkau ini gila?”, laki-laki tersebut menjawab “tidak”, kemudian Nabi bertanya lagi “Apakah engkau seorang yang muhshan?”. Laki-laki itu menjawab “ya”. Kemudian nabi bersabda: “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian”.
Hadis tentang pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah berzina di atas menjadi alasan kenapa pengakuan bias menjadi alat bukti untuk dijatuhi had zina. Dalam hadis terbsebut juga disebutkan bahwa kuantitas pengakuan adalah sebanyak empat kali. Apabila si pelaku telah mengaku sebanyak empat kali barulah pengakuannya dapat diterima dan had zina dapat dijatuhkan. 

2. Persaksian.

Persaksian termasuk salah satu bukti yang menentukan apakah zina telah terjadi atau tidak.  Saksi harus melihat dengan mata kepala sendiri terjadinya bahwa perbuatan zina antara seorang pria dengan seorang wanita telah terjadi. Jumlah saksi yang menyaksikan secara langsung zina tel;ah terjadi harus empat orang saksi. Apabila terdapat empat orang saksi dan kesaksiannya itu benar, maka pelaku perbuatan zina dihukum dengan had zina. Apabila tidak terdapat empat orang saksi atau ada empat orang saksi tetapi kesaksian mereka tidak terbukti benar, maka pelaku zina tidak dikenakan hukuman tapi hukuman dikenakan kepada yang menuduh berzina yaitu had qadzaf. Keharusan jumlah saksi sebanyak empat orang ini didasarkan kepada surat al-Nur ayat 4: 
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik
Selain dari persyaratan kuantitas saksi, ada beberapa persyaratan lain yang harus terpenuhi seperti saksi harus baligh dan berakal sehat, saksi harus orang-orang yang adil, beragama Islam, menyaksikan betul perbutan zina yang telah dilakukan oleh pelaku zina, ucapan saksi harus jelas dan bukan secara kinayah, dan saksi adalah laki-laki. 
3. Bukti Kehamilan pada Pelaku Wanita

Bukti kehamilan pada wanita merupakan salah satu alat sebagai pembuktian zina. Namun, menurut Jumhur Fuqaha’ kehamilan bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai dengan bukti-bukti lain. Yang menjadi dasar dari bahwa kehamilan wanita dapat dijadikan salah satu bukti perzinaan adalah perkataan Umar bin Khattab dalam khotbahnya yang diriwayakan oleh Imam Bukhari:
حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ.

“Telah mencertakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Abdullah dari Ibrahim bin Sa’id dan Shalih dari Ibn Shihab dari Abdullah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud dari Ibn Abbas ia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya dan telah menurunkan pula kepadanya sebuah kitab suci dan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu. Salah satu ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat dalam ayat rajam yang telah kita baca dan pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kitapun melaksanakannya. Hal ini saya jelaskan kembali karena kekhawatiran aka nada seseorang yang mengatakan bahwa dalam Kitabullah tidak terdapat ayat tentang rajam. Hal ini merupakan suatu kesatuan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar diturunkan Allah. Hukuman rajam harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang muhshan apabila terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya”. (HR. Bukhari) 
Dalam pidato Umar bin Khattab ini disebutkan bahwa, bukti kehamilan dapat dijadikan bukti bahwa terlah terjadi perzinaan tetapi harus disertai dengan  bukti-bukti lain seperti pengakuan dari wanita yang hamil itu. 
Ketiga alat bukti (Pengakuan dari si pelaku, persaksian dan bukti kehamilan pada si pelaku wanita) yang telah disebutkan di atas merupakan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perzinaan telah terjadi sehingga, jika kebenaran alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka had zina dapat dijatuhkan kepada pelaku zina.

Kalau diperhatikan kepada kemajuan teknologi pada masa sekarang, khususnya ilmu kedokteran, menurut penulis ketiga alat bukti di atas dapat diperkuat lagi dengan pengetahuan kedokteran yang dapat mengetahui terjadinya suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan tanda-tanda yang terdapat pada alat kelamin wanita setelah terjadinya hubungan seksual.
B. Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Zina
Perceraian merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah karena nash memang membolehkan perceraian, akan tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). Hal ini termaktub dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ 

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ’Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharrib bin Disar dari ibn ’Umar, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Abu Daud)
Perceraian yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa alasan sehingga salah satu pihak, baik suami atau istri, merasa tidak senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Salah satu yang menjadi alasan perceraian dalam pasal ini adalah ”salah satu pihak berbuat zina”. Artinya suami atau isteri menyetakan bahwa pasangannya telah berbuat zina sehingga mengakibatkan kepada pengajuan perkara perceraian yang dalam aturan hukum Islam di indonesia diajukan ke Pengadilan Agama.
Di Pengadilan Agama, penyelesaian perkara atas dasar alasan isteri berzina didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani gugatan perceraian dengan alasan zina. Penyelesaian perkara atas dasar alasan zina, apabila penggugat tidak dapat melengkapi bukti dan tergugat membantah tuduhan tersebut dalam aturannya diselesaikan dengan cara li’ân. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 87-88:
 sebagai berikut:

Pasal 87: 

1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
Pasal 88:

1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li`ân.

2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam aturan ini dijelaskan jika tuduhan zina yang berasal dari suami kepada isteri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara li`ân. Apabila tuduhan zina berasal dari isteri kepada suami, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Aturan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 sebagai berikut:

Pasal 126: Li`ân terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal ini juga menegaskan bahwa tuduhan zina kepada istri dan atau pengingkaran anak yang ada dalam kandungan istri, sedangkan isteri membantah semua tuduhan tersebut, maka penyelesaiannya akan berujung kepada pengucapan sumpah li’ân. 
Apabila tuduhan zina berasal dari isteri terhadap suami, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa suaminya telah melakukan tindak pidana zina.

Di Pengadilan Agama, proses pengajuan perkara perceraian dengan alasan zina tidak berbeda dengan proses pengajuan perkara talak dan khulu’. Aturan tentang tata cara perceraian ini terdapat dalam pasal 65-91 Undang-undang Nomor 9 tahun 1979 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.
Dalam undang-undang ini seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (pasal 66 ayat 2). Dalam permohonan tersebut dimuat identitas para pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (isteri) yang meliputi : nama, umur dan tempat kediaman pemohon dan termohon. Selain identitas, dalam permohonan juga tercantum alasan-alasan menjadi dasar perceraian (pasal 67 huruf a dan b). 

Pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Terhadap perkara yang diajukan tersebut undang-undang menugaskan Hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan Hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

Dalam proses penyelesaian perkara, dilakukan jawab menjawab antara pemohon dan termohon seputar permasalahan yang diajukan. Proses tersebut akan berlanjut kepada sidang pembuktian. Apabila tidak ditemukan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 164 HIR jo pasal 284 R.Bg selain bukti sumpah, Pengadilan Agama menanyakan suami apakah akan melakukan sumpah li’ân. Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah li’ân, maka pengadilan agama memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah li’ân sebanyak empat kali yang berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina”, dan seterusnya dilanjutkan dengan ucapan: “Saya siap menerima la’nat Allah bila saya berdusta”. Setelah suami disumpah, pengadilan agama menanyakan kepada isteri apakah ia bersedia mengangkat sumpah nukul (sumpah balik), apabila isteri bersedia untuk mengucapkan sumpah nukul, Pengadilan Agama memerintahkan isteri untuk melakukan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan seterusnya dilanjutkan dengan ucapan: “Saya siap menerima murka Allah bila saya berdusta”.

Perceraian yang disebabkan tuduhan zina dan terpenuhinya semua ketentuan untuk diselesaikan dengan cara li’ân, Hakim akan memutuskan perkawinan tersebut dengan amar putusan cerai talak yang berbunyi: “menjatuhkan talak bai’n kubro
 pemohon (nama……… bin ……….) terhadap termohon (nama…………..binti………………).

Proses penyelesaian ini sesuai dengan aturan tentang penyelesaian perkara perceraian dengan tuduhan zina yang diselesaikan oleh Rasulullah terhadap ‘Uwaimir seperti yang telah disebutkan dalam hadis dalam pembahasan pada bab sebelumya tenang asbab al-wurud surat al-Nur ayat 6-9. 

Apabila tidak terpenuhi semua persyaratan untuk dilaksanakannya sumpah li’an, seperti seorang laki-laki menuduh seseorang wanita berzina di hadapan qadhi sementara ia tidak dapat membuktikannya dan tidak mau mengucapkan sumpah atau sumpahnya terbukti, maka laki-laki tersebut akan mendapatkan had qadzaf yaitu didera sebanyak delapan puluh kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap suami yang menuduh isterinya berzina. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nur ayat 4:

(((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( 

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Namun, jika wanita atau istri yang dituduh berzina oleh seorang laki-laki atau suami di hadapan qadhi, dan ia mengakui kebenaran tuduhan tersebut, maka ia akan dikenai had zina yaitu rajam sebagaimana yang diterangkan dalam surat al-Nur ayat 2: 
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Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur:2)
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